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Abstract

The purpose of this research is to analyze the Arisan Online Institution
in the Perspective of Agreement (Contract) Legal Relations. The exist-
ence of arisan institutions is a form of kinship relationship among local
communities based on the principle of helping each other, mutual coop-
eration. Its existence from the past until now seems to want to say a
million benefits. It is now not just a place to save money. When viewed
from the contractual relationship, it is a form of association regulated
in Article 1653 of the Civil Code. There is a legal relationship between
participants and managers in an arisan that is mutually agreed upon.
The arisan relationship arises because of the agreement. From the
agreement, rights and obligations arise. Participants have obligations
that must be fulfilled, namely paying a sum of money according to the
amount of arisan, while the manager is obliged to pay to participants if
participants get arisan motels. The legal relationship between the col-
lection of arisan arisan funds is that each independent collects a certain
amount of funds, which will then be paid to each member in turn in the
same value based on the agreement that has been made. This legal rela-
tionship is analogous to mutual insurance as stipulated in Article 286
of the KUHD.

Abstraks

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Lembaga Arisan
Online dalam Perspektif Hubungan Hukum Perjanjian (Kontrak).
Keberadaan lembaga arisan sebagai bentuk hubungan kekerabatan
masyarakat lokal yang didasari prinsip tolong menolong, gotong
royong. Eksistensinya dari dulu hingga sekarang seolah ingin menga-
takan sejuta manfaatnya. Dimana kini bukan sekadar ajang
menabung semata. [ika dilihat dari hubungan kontraktualnya adalah
bentuk perkumpulan yang diatur dalam pasal 1653 KUHPerdata.
Bahwa terdapat hubungan hukum antara peserta dan pengelola dalam
suatu arisan yang disepakati bersama. Hubungan arisan tersebut tim-
bul karena perjanjian. Dari perjanjian itu muncul hak dan kewajiban.
Peserta mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar
sejumlah uang sesuai dengan besarnya arisan sedangkan pengelola
berkewajiban membayar kepada peserta apabila peserta mendapatkan
motel arisan. Hubungan hukum pengumpulan dana arisan arisan
yang sifatnya masing-masing independent menghimpun dana dalam
jumlah tertentu, kemudian akan dibayarkan kepada masing-masing
anggota secara bergilivan dalam nilai yang sama berdarakan kesepaka-
tan yang telah dibuat. Hubungan hukum ini analog dengan asuransi
saling menanggung yang diatur dalam pasal 286 KUHD.
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1. Pendahuluan

Sejatinya setiap manusia diciptakan
untuk hidup saling bergotong royong demi
mencapai kesejahteraan. Oleh karenanya ke-
sejahteraan harus dimiliki setiap manusia.
Baik meliputi jasmani, rohani maupun so-
sial, maka usaha ini juga meliputi berma-
cam-macam bidang yang sesuai dengan ke-
butuhan yang diinginkan. Salah satu kegi-
atan untuk menunjang wujudnya kesejah-
teraan adalah kegiatan arisan, kegiatan yang
telah dilaksanakan oleh berbagai lapisan
masyarakat (Arsini, 2014; Saraswati &
Dharmawan, 2014; dan Reni et al., 2018).
Salah satunya yang banyak diminati yaitu
arisan uang. Arisan ini menjadi alternatif
solusi anggota sebagai sarana tabungan dan
pinjaman yang hanya dapat diambil ketika
sudah waktunya mendapatkan arisan.

Kegiatan arisan ini sudah menjadi
tradisi dimana sudah menjadi kegiatan rutin
lingkungan di RT/RW setiap bulan atau dua
minggu sekali mengadakan pertemuan un-
tuk membahas kegiatan bermasyarakat dan
juga mengadakan arisan. Arisan yang telah
disepakati diawal oleh para ibu-ibu, siapa
yang mendapatkan arisan dalam pertemuan
itu akan di bagikan saat itu juga.

Di masa lalu, masyarakat hanya bisa
mengadakan kegiatan arisan secara lang-
sung. Namun melalui media sosial dan pen-
ingkatan jaringan internet yang semakin lu-
as saat ini arisan ini dapat diadakan secara
daring atau online. Kegiatan arisan ini ber-
dasarkan inisiatif pengguna dunia maya
yang semakin meningkat dan semakin pe-
satnya perkembangan teknologi informasi.
Arisan online merupakan pemanfaatan me-
dia sosial yang langsung terhubung dengan
jaringan internet untuk mengadakan kegi-
atan arisan tanpa bertemu secara langsung
(Dermawan, 2019; Puspita & Ariawan, 2019;
Dewi et al., 2021; dan Putu et al., 2022). Ter-
dapat pengelola arisan sehingga kegiatan ini

dapat diadakan tanpa bertemu secara lang-
sung para peserta. Para peserta arisan dapat
memanfaatkan fasilitas transfer yang ter-
dapat dalam Automated Teller Machine (ATM)
atau m-banking, sms banking dan lain seba-
gainya untuk melakukan transaksi pem-
bayaran uang arisan. Caranya yaitu, ang-
gota/peserta arisan online memilih nomor
urut dan membayar iuran yang telah diten-
tukan oleh pengelola arisan dan setelah
jangka waktu yang ditentukan anggota a-
risan harus mendapatkan haknya. Sikap sal-
ing percaya adalah hal yang sangat dibutuh-
kan dalam melaksanakan kegiatan arisan on-
line.

Seiring dengan era digital, arisan online
juga telah mengalami perkembangan yang
pesat. Arisan online sudah menjamur, baik di
kota-kota besar maupun daerah. Namun de-
mikian, tidak jarang arisan online terjadi ber-
bagai permasalahan. Beberapa kasus yang
terjadi dalam arisan on-line antara lain beru-
pa penipuan, seretnya pembayaran (Dewi et
al., 2021; Bethari & Wahyudi, 2021; Pratiwi
& Miroharjo, 2022; dan Wahyudi et al., 2022).

Pada arisan online, hubungan perjanji-
an itu dilakukan jarak jauh melalui sarana
online (internet), bahkan mereka tidak saling
mengenal sebelumnya, maka hubungan ker-
jasama itu tidak lagi bersifat paguyuban
tetapi bersifat pamrih dan konversial. Hub-
ungan hukum perjanjian kerjasama demi-
kian tidak lagi tunduk pada hukum adat/
kebiasaan tetapi didasarkan pada hukum
privat seperti yang diatur dalam buku ke 3
BW pasal 1653 BW s/d pasal 1665 BW ten-
tang perkumpulan.

Hubungan hukum pengumpulan dana
arisan arisan yang sifatnya masing-masing
independent menghimpun dana dalam jum-
lah tertentu, kemudian akan dibayarkan ke-
pada masing-masing anggota secara bergili-
ran dalam nilai yang sama berdarakan kese-
pakatan yang telah dibuat. Hubungan hu-
kum ini analog dengan asuransi saling me-
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nanggung yang diatur dalam pasal 286
KUHD. Penelitian ini bertujuan untuk me-
nganalisis Lembaga Arisan Online dalam Per-
spektif Hubungan Hukum Perjanjian (Kontrak).

2. Metode

Penelitian yang digunakan oleh penu-
lis merupakan jenis penelitian Normatif. Ka-
rena akan mengkaji asas-asas dalam sub-
stansi kontrak perjanjian sesuai dengan Ki-
tab Undang-undang Hukum Perdata pasal
1653 BW tentang perkumpulan dan Kitab
Undang-undang Hukum Dagang pasal 286
tentang asuransi saling menanggung.

3. Hasil dan Pembahasan

Sifat Hubungan Kontraktual Antara Peser-
ta Dengan Pengelola Dalam Lembaga
Arisan Online

Keberadaan lembaga arisan sebagai
bentuk hubungan kekerabatan masyarakat
lokal yang didasari prinsip tolong meno-
long, kerjasama antar manusia. Tradisi go-
tong royong memiliki aturan main (norma)
yang disepakati bersama, menjunjung prin-
sip timbal balik dimana masing-masing pi-
hak memberikan kontribusi dan dalam wak-
tu tertentu akan mendapat imbalan atau im-
balan sebagai bentuk sistem timbal balik,
saling percaya antar peserta dan pengelola
bahwa masing-masing akan mematuhinya.
dengan segala bentuk aturan main yang di-
sepakati (kepercayaan), dan kegiatan arisan
online terikat kuat oleh hubungan tertentu
seperti kekerabatan, bertetangga, dan per-
sahabatan.

Dalam arisan terdapat hubungan hu-
kum yang disepakati bersama antara peserta
dan pengurus. Kesepakatan adalah dasar
dari hubungan arisan. Kesepakatan itu da-
lam penciptaan hak dan kewajiban. Jika pe-
serta sudah mendapatkan motel arisan, pe-

serta memiliki kewajiban untuk membayar
sejumlah uang sesuai dengan jumlah service
charge untuk pengelolaan kewajiban untuk
membayar kepada peserta. Jika para anggota
diberi uang dalam jumlah besar, maka
arisan itu harus ditanggung oleh penyalur
arisan itu; tetapi, jika pedagang arisan hanya
mendukung arisan, dia tidak bertanggung
jawab atas apa yang dilakukan anggota.

Karena pengelola memiliki kewajiban
dan tugas paling banyak dalam sebuah
arisan, maka pengelola arisan memainkan
peran paling penting dalam berbagai macam
arisan. Tanggung jawab utama seorang pe-
ngelola adalah mengumpulkan uang yang
ditentukan oleh peserta lain, serta mengum-
pulkan jika salah satu peserta terlambat
mengumpulkan uang arisan, atau jika waktu
yang ditentukan telah berlalu. Namun, jika
salah satu peserta telah ditagih beberapa kali
dan menemukan bahwa mereka tidak dapat
membayar pembayaran pada saat itu atau
sampai penutupan, dealer biasanya akan
mengumpulkan peserta lain untuk menemu-
kan solusi atas dilema peserta. Untuk me-
nghindari hal ini, pemilik/pengelola arisan
harus dapat memilih individu yang dapat
dipercaya untuk melihat proyek hingga
selesai.

Terkait dengan hak dan kewajiban pengel-
ola arisan/owner arisan diatur dalam Pasal
1636 BW s/d 1638 BW.

Pengelola arisan biasanya membatasi
jumlah orang yang dapat mengikuti arisan.
Peserta arisan yang terpilih wajib membayar
biaya arisan yang ditetapkan oleh peserta
arisan dan menyetorkannya kepada pengel-
ola arisan secara berkala. Selain biaya arisan,
peserta arisan harus membayar uang insentif
kepada pengelola arisan atau kepada orang
yang menyimpan biaya arisan.

Hubungan hukum internal antar ang-
gota/peserta arisan membayar setoran uang
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arisan dikuasai oleh hukum perseorangan,
kewajiban menyetor iuran dari peserta tun-
duk pada Pasal 1625 KUH Perdata dan Pasal
1626 KUH Perdata.

Lembaga arisan saat ini telah menga-
lami pergeseran norma secara fundamental.
Pada awalnya, arisan merupakan bagian
dari sistem hukum kekerabatan dalam hu-
kum adat yaitu sebagai forum silaturahmi
antar warga yang dilandasi hubungan pa-
guyuban (gemeinshaft) sekarang telah beru-
bah menjadi hubungan patembayan (gesell-
schaft). Hal ini karena pengaruh modernisasi
yang menyebabkan terjadinya perubahan
sosial di masyarakat perkotaan.

Jika dilihat dari hubungan kontrak-
tualnya adalah bentuk perkumpulan yang
diatur dalam pasal 1653 KUHPerdata me-
nyatakan “Selain perseroan perdata sejati,
perhimpunan orang-orang sebagai badan
hukum juga diakui undang-undang, entah
badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan
umum atau diakuinya sebagai demikian,
entah pula badan hukum itu diterima seba-
gai yang diperkenankan atau telah didirikan
untuk suatu maksud tertentu yang tidak
bertentangan dengan undang-undang atau
kesusilaan”.

Ketika member arisan telah sepakat
dan setuju dengan ketentuan dan peraturan
dari suatu arisan maka arisan ini akan ber-
jalan sesuai dengan nilai atau barang yang
telah di tentukan dari owner arisan dan
mereka akan mencapai kesepakatan dalam
waktu singkat. Arisan dianggap sebagai sua-
tu perjanjian karena sudah jelas diatur da-
lam pasal 1320 KUH Perdata yaitu tentang
syarat sahnya suatu perjanjian yang salah
satunya adalah kata sepakat dari kedua be-
lah pihak.

Hubungan hukum arisan online terjadi
atas dasar kontak elektronik yaitu perjanjian
yang dibuat melalui sistem elektronik yang
tetuang dalam Pasal 5 Undang-undang No-
mor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2008 Tentang In-
formasi dan Transaksi Elektronik mempe-
rakibat hukum sah yang mengikat.

Berdasarkan penjelasan UU ITE terse-
but di atas, jelaslah bahwa agar suatu perjan-
jlan arisan daring memiliki kekuatan
hukum, harus dilampirkan bukti pada saat
perjanjian itu berlaku. Sebagai contoh, se-
bagai pendukung, Anda dapat mencetak
atau screenshot bahwa anggota arisan telah
menunjukkan persetujuan mereka terhadap
persyaratan arisan. apalagi hasil print out
bukti pembayaran yang sudah dibuat.

Pengadilan telah menilai sebagai hub-
ungan keperdataan/perjanjian. Sehingga Pe-
maksaan Prestasinya dapat melalui penga-
juan gugatan.

Bentuk Pertanggung Gugatan Para Pihak
Atas Terjadinya Kegagalan Pembayaran-
nya

Kemasyarakatan, Dalam peradaban
tradisional Indonesia, hidup bersama me-
ngikuti kerangka sosial dan komunal. Ma-
nusia adalah orang yang bergantung pada
masyarakat, menurut hukum adat. Dia bu-
kanlah orang (individu) yang pada dasarnya
bebas melakukan apa saja yang dipilihnya
selama tidak melanggar hukum. Menurut
pemikiran tradisional, manusia adalah war-
ga negara, khususnya anggota masyarakat,
dan setiap warga negara mempunyai hak
dan kewajiban berdasarkan kedudukannya
dalam kelompok atau hukum adat yang ber-
laku.

Sifat komunal dari hukum adat adalah
di mana-mana sama kuatnya. Sifat itu sangat
kuat misalnya pada golongan suku Dayak,
Toraja, Batak dan Bali. Di daerah Jawa, di
daerah ulu sungai (Kalimantan Selatan) sifat
komunalnya kurang kuat. Di kota-kota besar
seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan se-
bagainya sifat komunal dan semangat go-
tong royong telah menjadi tipis. Pada semua
golongan rakyat Indonesia terjadi pertum-
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buhan dan perkembangan sebagai akibat
dari globalisasi kehidupan sosial, telah mun-
cul proses spirit. Proses pembangkitan indi-
vidu ini paling cepat berlaku di pusat-pusat
tempat penduduk Indonesia yang berhub-
ungan rapat dengan lalu lintas modern.

Dari segi teknologi dan struktur sosial,
modernisasi adalah pergeseran total dari
kehidupan bersama tradisional atau pra-
modern menuju pola ekonomi (Hatu, 2011;
Asry, 2019; Rosana, 2015; dan Janah & Le-
gowo, 2020). Modernisasi memiliki konsek-
uensi menguntungkan dan negatif. Salah sa-
tu kelebihannya adalah ialah berkembang-
nya IPTEK mempermudah masyarakat men-
cari berba-gai informasi, merubah mindset
dari ma-syarakat tradisional (irasional) men-
jadi ma-syarakat modern (rasional). Trans-
formasi budaya arisan pada masayarat di era
modern ini sudah menjadi aktifitas arisan
yang dinilai lebih mengasyikan. Pertemuan
tatap muka adalah satu-satunya cara bagi
individu untuk mengatur pertemuan sosial
di masa lalu. Namun karena adanya inisiatif
untuk memperluas pengguna dunia maya
dan pesatnya perkembangan teknologi, aris-
an ini dapat diselenggarakan secara online
melalui media sosial dan peningkatan jarin-
gan internet yang lebih luas.

Semakin pesatnya perkembangan tek-
nologi saat ini dapat berdampak pada pola
pikir masyarakat. Ada situasi di mana ang-
gota arisan terhubung dan bertemu secara
langsung, namun saat ini proses arisan da-
pat dilakukan dengan bantuan media sosial
dan juga dapat disebut sebagai lembaga
arisan online.

Hubungan hukum pengumpulan dana
arisan yang sifatnya masing-masing inde-
pendent menghimpun dana dalam jumlah
tertentu, kemudian akan dibayarkan kepada
masing-masing anggota secara bergiliran
dalam nilai yang sama berdarakan kesepa-

katan yang telah dibuat. Hubungan hukum
ini analog dengan asuransi saling menang-
gung yang diatur dalam pasal 286 KUHD.

Pasal 286 KUHD menyatakan bahwa
“Perseroan-perseroan pertanggungan atau
penjaminan timbal-balik harus menaati ke-
tentuan dalam perjanjiannya dan peraturan
yang berlaku, dan bila tidak lengkap, harus
menurut asas-asas hukum pada umumnya.
Larangan-larangan yang termuat dalam pa-
sal 289 alinea terakhir, secara khusus juga
berlaku terhadap perseroan-perseroan ini”.
Jenis ini tidak diatur lebih rinci seperti asur-
ansi Pasal 246 KUHD, tetapi asas-asas nya
tetap berlaku dalam asas saling menangung
seperti Pasal 251 KUHD yaitu asas Utmost
Good Faith serta perikatan tanggung renteng
Pasal 1278 dan seterusnya Pasal 1338 (3) BW.

Tanggung jawab tertanggung dinyata-
kan sejelas dan sepenting semua fakta yang
relevan dengan barang yang diasuransikan
dalam Utmost Good Faith (itikad terbaik) (Ali,
2003: 78). Sementara itu, penanggung wajib
menjelaskan secara jelas dan benar risiko
yang dikecualikan atau dikecualikan, serta
syarat dan ketentuan pertanggungan.

Bahwa itikad baik merupakan asas
yang abstrak sifatnya, sehingga sulit untuk
diterapkan secara langung, oleh karena da-
lam praktek hal ini selalu diserahkan dalam
tugas hakim (Supeno et al., 2019; Mochtar,
2019; dan Sundari & Muryanto, 2020). Ganti
kerugian dapat dituntut jika peserta wan-
prestasi, terutama suatu keadaan yang kela-
laian atau kesalahannya menyebabkan tidak
dapat menyelesaikan apa yang diperjanjikan
dan tidak dalam keadaan terpaksa. Dalam
hukum kontrak, pemenuhan didefinisikan
sebagai orang yang mengikatkan dirinya
pada suatu kontrak, menempatkan item-
item yang disebutkan dalam kontrak ke da-
lam tindakan dengan cara yang konsisten
dengan kontrak.
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Kesimpulan kelalaian ini tidak diper-
lukan jika penyertaan (peserta arisan) me-
langgar perjanjian dengan maksud untuk
tidak melakukan suatu perbuatan pada saat
diputuskan bahwa peserta wanprestasi. Pe-
netapan lalai ini harus disertai dengan peri-
ngatan tertulis yang dikeluarkan secara res-
mi, atau dapat dilakukan secara lisan jika
tujuan utama pengelola adalah demikian.

Sama halnya ketika pengelola arisan
wanprestasi tidak melaksanakan prestasinya
karena faktor kesengajaan atau kelalaianya
maka pengelola dapat di gugat ganti rugi
sesuai dengan yang telah di perjanjikan dan
disepakati sebelumnya.

Ketika salah satu pihak wanprestasi,
pihak yang dirugikan berhak meminta ganti
rugi dari pihak yang wanprestasi. Hak pe-
ngelolaan dapat diajukan secara terpisah
atau bersama-sama dengan tuntutan lain,
seperti: a) pemenuhan (nakoming); b) kom-
pensasi (vervangende wvergonding;  schade-
loosstelling); c) pembubaran, pengakhiran, a-
tau pengakhiran (ontbinding); d) pemenuhan
ditambah penggantian pelengkap (nanoko-
ming en anvullend vergoeding); atau f) pembu-
baran ditambah penggantian pelengkap (na-
nokoming en anvullend vergoeding);

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Keberadaan lembaga arisan sebagai
bentuk hubungan kekerabatan masyarakat
lokal yang didasari prinsip tolong meno-
long, gotong royong. Keberadaannya dari
dulu hingga kini tampak mendambakan se-
juta keuntungan. Dimana bukan hanya tem-
pat untuk menyimpan uang lagi.

Jika dilihat dari hubungan kontrak-
tualnya adalah bentuk perkumpulan yang
diatur dalam pasal 1653 KUHPerdata. Ben-
tuk perkumpulan yang didasarkan pada
pasal 1653 BW adalah bentuk perkumpulan
dalam arti kekuasaan umum yang sesuai

dengan kesusilaan dan tidak bertentangan
dengan norma dalam masyarakat. Sehingga
lembaga arisan tersebut juga merupakan
perbuatan hukum yang mengakibatkan aki-
bat hukum sesuai perjanjian atau kontrak
yang dibuat dan disepakati oleh para pihak
dalam arisan online.

Hubungan hukum ini analog dengan
asuransi saling menanggung yang diatur da-
lam pasal 286 KUHD. Semua asas-asas ke-
tentuan-ketetuan umum berlaku di dalam
asuransi saling menanggung.

Saran

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti
arisan online harus lebih berhati-hati pilih
arisan yang terpercaya dan agar dapat me-
lakukan hubungan hukum perjanjian ker-
jasama sesuai dasar-dasar hukum yang telah
diatur dalam pasal 1320 BW yang mengatur
mengenai syarat sahnya perjanjian serta
aturan-aturan hukum yang berlaku agar su-
paya terhindar dari penipuan arisan online.
Selain itu juga harus mempertimbangkan
hubungan kontraktualnya vyaitu bentuk
perkum-pulan yang diatur dalam pasal 1653
KUHPerdata. Sehingga lembaga itu adalah
perbuatan hukum yang menimbulkan akibat
hukum sesuai dengan perjanjian yang telah
dibuat dan disepakati bersama.

Pelaksanaan arisan ini sebaiknya dila-
kukan dengan prinsip itikad baik  yang
sempurna (Utmost Good Faith ) atau “asas
kejujuran” Pasal 251 KUHD
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